ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa
(extraordinary crime), sehingga penanganannya juga memerlukan upaya yang luar
biasa, yakni dengan diakomodirnya ketentuan pembuktian terbalik dalam Pasal 38B
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagai Legi Inferiori. Namun, ketentuan tersebut berhadapan dengan asas praduga
tak bersalah yang tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
sebagai Lex Superior yang memberikan ruang bahwa terdakwa wajib dianggap
tidak bersalah sampai ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan pengaturan sistem
pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas
praduga tak bersalah; mengetahui implikasi penerapan sistem pembuktian terbalik
dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah;
dan mengetahui harmonisasi hukum antara sistem pembuktian terbalik dalam
perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta peraturan lain yang
berkaitan. Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori negara
hukum (grand theory), teori proses hukum yang adil (middle theory), dan teori
pembuktian terbalik (applied theory), serta teori asas praduga tak bersalah (applied
theory).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis, yakni suatu metode untuk menjelaskan suatu peristiwa secara terstruktur
melalui pengumpulan, pengelompokkan, dan penyajian data yang berkaitan dengan
objek penelitian berdasarkan senyatanya dan kemudian dilakukan analisis terhadap
data tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dan pengaturannya diatur
dalam Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk membuktikan asal-
usul harta kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana korupsi; implikasi
penerapannya adalah menimbulkan pergeseran beban pembuktian kepada terdakwa
yang menimbulkan pertentangan dengan asas praduga tak bersalah; harmonisasi
hukum antara sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi
dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah adalah melakukan penyesuaian
peraturan perundang-undangan dan menempatkan pembuktian terbalik sebagai
instrumen pelengkap, bukan sebagai pembuktian terbalik secara mutlak
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